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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PER.12/MEN/2012 

TENTANG 
USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a. bahwa Indonesia mempunyai hak akses dan 
kesempatan turut memanfaatkan potensi sediaan 
ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish 
stocks) dan sediaan ikan yang beruaya terbatas 
(straddling fish stocks) di Laut Lepas; 

b. bahwa pemanfaatan sediaan ikan yang beruaya 
jauh (highly migratory fish stocks) dan sediaan ikan 
yang beruaya terbatas (straddling fish stocks) di 
Laut Lepas sebagaimana dimaksud pada huruf a 
harus dilaksanakan berdasarkan standar 
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
mengatur Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas 
dengan Peraturan Menteri; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 
Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tentang Hukum Laut Tahun 1982 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3319); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang 
Pengesahan Agreement for the Implementation of the 
Provisions of the United Nations Convention on the 
Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the 
Conservation and Management of Straddling Fish 
Stocks and Highly Migratory Fish Stocks 
(Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang 
Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang 
Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan 
Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan 
Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5024); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 
tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4241), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4623); 
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5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Agreement For The Establishment Of The 
Indian Ocean Tuna Commission (Persetujuan 
Tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera 
Hindia); 

6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan Convention For The Conservation Of 
Southern Bluefin Tuna (Konvensi Tentang Konservasi 
Tuna Sirip Biru Selatan); 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011; 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.18/MEN/2010 tentang Log Book Penangkapan 
Ikan; 

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan 
Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 440); 

Memperhatikan : 1. Agreement to Promote Compliance with International 
Conservation and Management Measures by Fishing 
Vessels on the High Seas in 1993, Food and 
Agriculture Organization; 
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2. Code of Conduct for Responsible Fisheries, Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 
1995; 

3. Convention for the Conservation and Management of 
Highly Migratory Fish Stock for Western and Central 
Pacific Ocean, 2000; 

4. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing, Food and Agriculture Organization 2009; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT 
LEPAS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
1. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada 

kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan. 
2. Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan. 
3. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha 

perikanan dan dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan 
hukum Indonesia. 

4. Penanggung jawab perusahaan adalah penanggung jawab perusahaan 
badan hukum yang melakukan usaha perikanan tangkap. 

5. Pemilik kapal adalah warga negara Indonesia yang melakukan usaha 
perikanan tangkap. 

6. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di 
perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau 
cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, 
mengolah, dan/atau mengawetkannya. 

7. Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan 
pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.  

8. Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang 
dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung 
operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, 
pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi 
perikanan. 
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9. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan 
untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, 
mendinginkan, dan/atau mengawetkan.  

10. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus 
dipergunakan untuk mengangkut ikan, termasuk memuat, 
menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan. 

11. Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, 
adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia 
sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku 
tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di 
bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil 
laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. 

12. Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, 
laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan 
pedalaman Indonesia. 

13. Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk 
melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi 
yang tercantum dalam izin tersebut. 

14. Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah 
izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP. 

15. Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, 
adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk 
melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari SIUP. 

16. Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah 
surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang 
ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh 
setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP). 

17. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, 
adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam 
rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas 
kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk 
melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI 
dan/atau laut lepas. 

18. Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah 
pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka 
memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh 
Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan. 
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